SALINAN

KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWLU
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! PRINGSEWU,

2. babwa untuk menumbuhkembangkan etos kena,
1BRNEEUNE jewab, edka dan Tooral aparstar
pemerintah serta  guna meningkatkan  kinerja
pelayanan kepada masyarakat, pertu mengembangkan
nilai-nilai dasar budaya kerja sparatur pemerintah
secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh di
Ingkungan Permerintah Kabupeten Pringsewu,

b. bahwa untuk melaksenakan pengermmbangan nilai-nilai
dasar budaya kerja aparatur pemerintah di
lingkungan  Femerintah  Kabupaten  Pringsewu
diperlukan knmitmen yang tingpi dan konsistensi dari
seluruh jajaran aparatur pemerintah yang dapat
mendukung terwujudnya penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien;

c. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
digmkiud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan
Budava Kerja Aparatur Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuarngan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonegia Nomor 4438):

2, Undang-Undang Nomor <48 Tehun 22008 tentang
Pembentukan Kabupaten Prngsewu di Provinsi
Lampung {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomer 4932};

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);



10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Permnbentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 20F1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5334];

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemnerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Namor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587)
eebagaimans telah diubah beberapa kal  teralchir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tshun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indontesia Nomor 5679,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indoneeia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomar 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinasn dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Notor 4593);

Peraturan Pernerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Keria Pepawsi Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik ndonesias Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nummur PER/O1/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman
Evaluasi Pelalksanaan Pengembangan Budaya Kerja
Pada Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri MPendayagunaan Aparatur Negara
dan Refcrmasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengembangan Budava Kerja;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tabun 2010 tentang Polmk-Pokok Pengelolagn
Kcuangan Daerah |Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewn Tahun 2010 Nomear (07);




Menetapkan

13

14,

15.

16.

17.

18.

. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kabupaten Pringsewu (Lembearan
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16};

Peraturan Bupati Kebupaten Pringsewu Nomor 42
Talhun 2016  tentang  Kedudukan,  Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Dacrah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Staf Ahli Bupati;

Peraturann Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43
Tabun 2016 tentang Kedudulkan, Susunan
Orpganisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Pemerintah Daerah;

Peraturarn Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 44
Tabun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Badan-Badan Pemerintah Daerah;

Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 45
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Lembaga Lainnya;

Peraturan Bupati Kabupaten Fringsewu Nomor 46
Tahun 2016 tentang  Keduduksn, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Taia Kera
Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERNGEMBANGAN
BUDAYA KERJA APARATUR  PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

Pemerintah Deerah adalal: Kepala Deerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksansan urusan  pemerinlatan  yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Pringsewu.




4. Walkil Bupati adslah Wakil Bupati Pringsewu.

10.

11.

(1}

(2)

(1)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya
dizingkat DPFRD adalah lembaga perwakilan makyat
daerah  yang berkedudukan sebagai urnsur
penyvelenggara Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Daerch adalah Selketariat Daerah
Kabupaten.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten selarjuimnya
disingkat OPD Kabupaten adalah Sekretariat Dgaereh,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari
Perangkat Daesrah.

Budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan
kelomnpok yang didasari ates nilai-nilal yang diyakini
kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan
dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-
masing.

Aparatur Pemerintah adalah penyelenggara
pemerintahan di daerah yang dalam menjalankan
tugas kencgaraannya dibiayai dan digaji oleh negara.

Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nila: yang
terkandung di dalam hbudaye kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Sosialisasi adalah proses pemberian pemahamen yang
mendorong aparatur melaksanakan nilai hudaya kerja.

BAB il
MAKSUD NDAN TIIJUIAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai
acuan dasar bagi Pegawai Negeri Sipil di linglungan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan budaya
kerja.

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk
meningkatkan kinerja aparatur melalui perubahan
sikap, perilaku dan pola pikir melalui nilai-nilai
budaya kenja.

BAB II[
BUDAYA KERJA

Pasal 3

Sedsp pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau
proses kerja aparstur pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Daerah wajib menetapkan nilai-nilai
budaya kerja yang pelaksanaannya diukur dari
indikator-indikator perilaku vang ditetapkan.




{2) Budaya Keja dan indikator perilaku sebeagaimana
dimakasud pada ayat {1), tercantum dalam Lampiran
yang merupaken bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 4

Sistematika Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdin atas:

BAB 1 : PENDAHULIJAN.

BAB I : LANDASAN TEQOR1 NILAI-NILAI DASAR
BUDAYA KERJA,

BAB TI[ : STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK
BUDAYA KERJA APARATUR
PEMERINTAH.

BAB IV ;. TEKHIK PENETAPAN NILAI-NILAI DASAIL
BLUDAYA KEEJA APARATIIR
PEMERINTAH.

BAB V : PENETAPAN NILAI-NILA] DASAR
BUDAYA KERJA APARATUR
PEMERINTAH.

BAB VI : PENUTUP.

BAB IV
INTERNALISAS] DAN SOSIALISAS]
Pasal 5

Internalisasi dan sosialisasi nilai budaya kerja dilakukan
secara terus menerus Lkepada Aparatur Pemerintah
Daerah,

Pasal b
Kepala OFD  Tbertanggungjawab atas pelaksanaan
internaligasi nilai budaya kerja di lhngkungan OFD
masing-masing.

Pasal 7

Sosgialisasi nilai budaya kerja dilaksanakan oleh Sekretaris
Dacrah dan OPD yang membidangl pembinasn Apsratur
Pemerintah Daerah.

BAD V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

{1) Dalam rangka etektifitas implementasi nilai budaya
kerje diperlukan menitoring dan cvaluasi.




(2] untuk  melaksanaken  ketemtuan  sebapaimana
dimaksud pada ayat {1), dibentuk Tim Monitoring dan
Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupat.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9
Ka3il selalpzanaan amiiedny datafyrbwagh ~ehu T
dilaporkan kepada Bupati.

BAEB vl

KETENTUANPENUTUP

Fassal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memermtshkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pringaewil
Ditetapkan Ji Pringsewu
padatanggel 10 povenber 2017
BUPATI PRINGSEWU,
dto
SUIJADE
Diundangkan di Pringsewu

pada tanggal o guvomber 2017
JEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWL],

dto

A. BUDIMAN PM

EBERITA DAERAH KABITPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 51

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 51

TAHUN ! 10 pavember 2077

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FRINGSEWU

BAB 1
FENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Reformasi birokresi pada dasamya bertujuan untuk
menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan
karakteristik adapiif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan
bebae dari KKN, mampu melayani publik, nctral, scjahtcra,
berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik
aparatur negara. Tujuan dan kondisi birokrasi yang diinginkan telah
tercantum dalam Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 dan Peraluran Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolkrasi
Nomor 20 Tehur 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-
2014. Reformasi Hirokrasi itu merupakan wujud dari komitmen
berkelanjutan pemerintah. Secara khusus, pada tahun 2025
diharapkan indonesia berada pada fase yang benar- benar bergerak
menuju negara maju yang mewujudkan pemerintahan kelas dunia,
yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang
mampu menyclenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat
dan manajemen pemerintahan yang demckratis scrta diharapkan
mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata
pemerintahan yang baik pada tahun 20325,

Untuk mencapai apa yang diharapkan di atas, diperlukan
upaya luar biasa untuk menata ulang proses birokrasi dan
aparaturnya dari tingkal tertinggi hingga terendah. Unmk itu,
diperlukan  sustu  perubshan paradigma yang memberikan
kemungkinan difemukannya terobosan atau pemikiran baru, di
luar kebiasaan/rutinitas yang ada. Selain terobosan atan pemikiran
Laru, juga diperlukan perubahaen pola pikir dan budaya kerja,
untuk menjaga keberlanjutan hasil terobosan atau pemikiran bary
tersebut. Penckanan perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya
kerja dalam kebijakan reformasi birokrasi, dinyatakan sebagai salah -
satu-area dar 8 (delapan) area perubahan vang harus dilakukan
olch Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Selanjutnya
untuk mempercepat keberhasilan proses perubahan pola pikir dan
budaya kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu, disusun acuan yang dapat digunakan sebagai landasan
delam bentuk pedumsn untuk mendorong perubahan sikap dan
perilaku pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupatcn
Pringsewu.

Melalui intervensi pengembangan budaya kerja tersebut,
diharapkan dapat menumbuhken etos kerja aparatur dan
meningkaikan kinerja instansi pemerintah serta mewujudkan
aparatur pecmerintalhh  yang beretike, bermoral, berdisiplin,
profesional, produktif dan bertanggungjawab.




RUANG LINGKUP

Pengembangan  budaya kerja  aparatur  pemerintah
dilinglrungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilaksanakan di
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten
Pringsewu dan mencakup selurvh aparatur pemerintah yang terkait
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Pringscwu.

TUJUAN DAN MANFAAT
1. Tujuan
a. terwyjudnya karakter Aparatur Pemerintah Kabupaten
Pringsewu yang berakhlak mulia, beretika, herdiaiplin,
bertanggungjawab, produktif dan profesional dalam
melaksanalan tugas pokok dan fungsinya;

b. terwujudnya lingkungsn kerja vang dapat mendukung
peninglatan etos kerja, produktivitas kerja serta peningkatan
kinerja dan kualitas pelayanan pada masyarakat:

c. meningkatnya citra aparatur pemerintah dalam mengubah
pola pikir, pola sikap dan pola tindak;

d. menerapkan nilai-nilei pengembangan budaya kerja dalam
mengubah sikap dan penlaku aparatur;

e. membangun karakter dan jati diri aparatur pemerintah
sebagai pelayan masyarakat.

2. Manfaat

a. bagi Pegawai
memperaleh  kesempatan untuk berperan, berprestasi,
aktualisasi diri, mendapatkan pengakuan, penghargaan
kebanggaan kerja serta rasa ikut memiliki, bertanggung jawab
meningkatkan  kemampuan memimpn den pemecghan
masalah, memperivas wawasan, lebih memahami hidup dan
pengabdiannva sebagai pegawai Pemerintah Kabupaten
Pringsewu.

b. bagi Instansi
dapat meningkatkan kerja sama, mengefektifkan koortinasi,
integrasi, sinkronisasi, keselarasan dan dinamika organisasi,
memperlancar komunikasi dJdan hubungan kerja serts
menumbuhkembangkan kepemimpinan yang partisipatif.

¢. bagi Pemenntah Daerah
meningkatkan kinerja  Pemerintah  Daerah  dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masvarakat.

METODE PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

Mctode pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah
dilakukan melalhi pmaers  sosiolisasi,  internalisasi  dan
ingtitusionalisasi dengan mempertimbangken hal-hal sebagai
berikut:




nilai-nilai budaya kerja yang digunakan bersumber pada nilai-
nilai moral, agame, tradisi dan nilai-nilai kerja produktif
maupun metode kerja modern sesusi dengan perlembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat universal;
penerapan nilai-nilai budaya kerja aparatur pemerintah ke
dalam sctiap individu maupun kelnmpok kerja tertentu, harus
disesuaikan dengan penetapan visi, misi, dan tupokai masing-
masing OFD dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, sehinggn
program pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah di
lingkungan OFD masing-masing akan lebih berhasil:

penerapan nilai-nilai budaya kerja harus dilaksanakan secara
simultan, dalan suatu sistem kebijakan publik, dengan
demikian nilai tersebut harue diterapkan mulai dari
perumusar kebijakan publik sampal implementasi kehijakan
dimaksud ke dalam sistem manajemen pemerintahan sebagai
kerangka penitigkatan kualitag pelayanan masyarakat. Pada
waktunya nanti, nilei-nilai budaya kerja dapat memotivasi jiwa
setiap individu aparatur pemerintsh dan kelompok maayamkat
untuk mendorong kreatifitas dalam pelaksanaan tugas dan
kegiatan yang lebih baik;

kondisi lingkungan kerja yang kondusif perlu diciptakan
terutama melalui  keteladanan pimpinan, perbaikan
kesejehternan aparatur, penerapan nilai budaya kerja,
sosialisasi secara luas dan penegakan aturan secara konsisten;

pelsksanaan pengembangan hudaya kerja dapat dilaksanakan
letih  efektif pada setiap Kelompok Budaya Kerja (KBK} di
semua Satuan Kerja Perangkat Daerah {OPD) Kabupaten
Pringsewu,

ASUMSI KEBERHASILAN BUDAYA KERJA

Bahwa keberhasilan pengembangan budaya kerja aparatur

pemerintah tidak dapat dicapai delam waktu singkat, hal ini dapat
dimaidumi, Earena untuk mengubah sikap mental dan perilaku
pegawai akan membutuhkan waktu yang panjung dan harus
dilakukan secara herkelanjutan. Agar pengembangan budaya kerja
aparatur pemerintah berhasil diperlukan beberapa asumsi dasar
yang periu dipenuhi, yaitu:

1.

adanya komitmen dan Keteladasnan pimpinan dalam bentuk
perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penerapan budaya
ketja;

adanya keinginan yang kuat dari para pegawai untuk berubah
menjadi yang lebih baik:

adanys mekanieme penghargaan (reward} sedemikian rupa
vang benar- benar dijalankan;

kesejahteraan pegawai yang terus ditingkatlan, baile dari segi
finansial, fasilitas kerja dan jalur karir yang jelas.




PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
Langlkah yang dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai

budaya kerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Pringaewn adalah:-

1. menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah:;

2. menerbitkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi
Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pemerin tah;

3. sosialisasi dan fasilitasi penerapan dan pengetnbangan milai-
nilai budaya kerja aparatur pemerintsh:

4. pembentukan Kelompok Budaya Kerja {KBK) pada masing-
mxsing OPD dan Unit Kerja;

9. evaluaai penerapan nilai-nilai budaya kera aparatur
pemerintah pada masing-masing KBK;

6. pemberian penghargaan bagi OFD dan Unit Kerja vang telah
dapat  mengimplementasikan budaya kerja aparatur
pemerintah dengan baik berdasarkan hasil evaluasi.




BABII

LANDASAN TEORI
NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA

PENGERTIAN UMUM

Budaya kerja adalah cara kerja yang bermutu dan selaln
didasari nilai-nilai yang penuh maknsa, sehingga menjadi motivasi,
memberi inspirasi untuk senantiasa bekerja lebih baik dan
memusskan bagi masyarakat yang dilayani. Budaya berasal dari
bahasa Sansekerta “buddhayach® sebagai bentuk jamak dari kata
dasar “budhi® artinya akal atau segala sesuatu yang berkaitan
dengan akal piiran, nigi-nilad, sikgp mental. Budi daya berarti
memberdayaican budi artinya mengolah atau mcngerjakan sesuatu
kemudian berkembang sebagai cara manusia mengaktualisasikan
nilai {vaiue), karsa {creativity) dan hasil karya {performance). Secara
praktis dapat kita tarik kesimpulan bahws budaya kerja
mengandung beberapa pengertian:

1. pola nilai, sikap, mental, tingkah laku, hasil karya, termasuk
instrumen, gigtem kerja, teknologi den bahasa yang digunakan,

2. budaya berkaitan dcngan persepsi terhadap nilai-nilai dan
lingkungan yang melahirkan makna dan pandangan hidup
yang berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku dalam
bekerja.

3. budaya hasil dari pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan
serta proses cleksi menerimz atau menolak norma yang ada

4. dalam proscs budayz terdapat saling mempengaruhi dan saling
ketergantungan, baik sosial maupun lingkungan non sosial.

Dengan demikian pada hakekatnya bekerja merupakan cara
manusia unituk mengaktualisasikan diri. Bekeria merupakean
bentuk nyata dari nilai- nilai dan keyakinan yang dianut dan dapat
menjadi motivasl yang melghirkan karya untuk mencapai tujuan.
Dalam sebuah hadist dikatakan bahwa manusia didorong untuk
bekerja. secara profesional sesuai dengan ungkapan *Jika sesuatu
pekerjaan dilaksanakan yang bukan ahlinya {profesional) tungguiah
kehancurannga” yang dimaksud dengan profesional adalah
kemampuan, keahlian atau kelermmpilan seseorang dalam bidang
tertentu yang ditekuni sedemikiean rupa dalam kurun walttu
tertentu yang relatif lama sehingga hasil kerjianya bernilai tinggi dan
mempunyai nilai atau manfaat terhadap masyerakat.

NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KER.JA

Pada hakekatnya bekerja merupakan bentuk atau carn
individu maupun kelompok dalam mengaktualisasikan diri. Bekerja
merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan dan pemahaman
yang dianut dan dapat menjadi motivasi untuk menghasilkan karya
yang bermutu. Secara praktis sescorang memiliki persepsi mengenai
caia kerja dalam bidang tertentu vang ditekuninyva ataa dasar
prinsip-prinsip morai yang kuat.




Budaya kerja adalah cara pandang seseorang dslam memberi
malma tethadap "kerja” dengan demikian budaya kerja merupekan
cara pandang sescorang terhadap bidang tugas yang ditekuni
dengan prinsip-prinsip moral yang dimiliki, yang menumbuhkan
keyakinan yang kuat atas dasar nilai yang diyakini dan memiliki
semangat yeng tinggi untuk mewujudkan prestasi kerja. Oleh
karens itu budaya kerja mengandung pengertian:

1. adapo]anﬂni,sikaptingkahlaku,haailkamdankma
termasuk segala instrumen. sistem kerja, teknologi, hahasa
yang digunaken;

2.  budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai-nilai dan
lingkungan yang melahirkan makna dan pandangan hidup
yang akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku dalam
bekeria;

3.  budaya merupakan hasil dari pengalaman hidup, kebijasaan-
kebiasaan serta prosea seleksi (menerima-menolak] norma-
norma yang ada dalam cara berintegrasi sosial;

4. dalam proses budaya terdapat seling mempengaruhi dan saling
ketergantungan (interdependensi) baik sosial nmaupun
lingkungan.

MOTTO

Dalam pelaksanaan budaya kerga komitmen seorang
pemimpin sangat penting menjadi pelopor dan pendorong semangat
kepada bawahannya untuk bekerja lebih baik dengan sistem yang
lebih baik, cleh karena itu diperluken langkah kegiatan untuk
mencari nilai-nilai baru yang sepathinya dimiliki oleh pemimpin,
untuk dapat mempengaruhi bawahan agar mampu berubah menuju
mangjemen modern guna menghadapi tantangan masa depan.
Untuk itu mwtto yang ditctapken adalah “BEKERJA CERMAT,
TIADA HARI TANPA PRESTASI".

Dengan demilbian diperlukan banyak kreativitas, ilmu
pengetahuan dan  teknologi serta paling mendasar adalah
penguasaan atgs tata nilai komparatif.

NILAL-NILAI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAII
KABUPATEN PRINGSEWU

Pelakaanaan Budaya Kerja untuk mencapai target kualitas
yang lebih baik harus bersumber dari setiap individu yvang terkait
dalam suatu organisasi kerja itu sendiri, Setiap fungsi atau proses
kerja mempunyai perbedaan cara kerja yang mengakibatkan
berbeda nilai-nilai yang cocok untuk diambil dalam rangka kerja
organisasi. Budaya kerja adalah merupakan suatu proses tanpsa
akhir atau terus menerus.

Setiap fungsi atau proses kerja menterjemahkan bahwa
unsur-unsur kuslites dalam perilaku crganisasi sangat memerlukan
adanya nilai-nilai budaya kerja yang selanjutnya dijabarkan dalam
indikator-indikator  perilaku  aparatur yang harus  dimilikd

sebagaimana uraian berikut:




integritas artinya dalam setiap tindakan selalu mengutamakan

perilaleu terpuji, disiplin dan penuh pengabdian sesuai nilai-

nilai dan etika keria yang berlaku.

indilkator perilaku antara lain:

a. bekerja dengan jujur;

b,  disiplin, dan konsisten dan bertanggungiawab pada etika
dan nilai organisasi yang berlaku:

¢  memilili komitmen terhadap visi dan misi organisasi;

d. menjadi contch bagi orang lain, scrta berani dan tegas
dalam bertindak mengambil keputusan dan resikn kerja.

profesionalisme artinya dalam melaksanakan tugas pekerjaan

selalu menyelesaikannya sccara baik dan tuntas acsuai dengan

kompetenai/keahlian.

Indikstor perilaln antars lain:

a. bertanggungjawab dengan keahlian dan kecerdasan yang

dimiliki dengan berusaha menvyelesaikannya pekerjaan
hingga selesai;

b. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk
kesempurnaan hasil pelaksanaan tugasnye;

¢. melaksanaken pekerjaan secara efektif dan efisien;

d. Dberfikir jauh kedepan dengan komitmen yang tinggi dalam
melakukan setiap pekerjaan.

akuntabel artinya dalem melaksanakan tugas dapat

mempertanggungjawabkan baik dari segi proses maupun hasil.

Indikzator perilaku antara lain;

a. menaat peraturan perundang-undangan yang berlakuy;

b. mempertanggungjawabkan hasil kemja dan seluruh
sumber daya yang telah dipergunakan secara handal dan
terbulks;

c. memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan;

d. siap memberikan pertanggungjawabkan secars terbuka
kepads psra pihak yang berkepentingan.

incvatif artinya selalu melakukan adaptasi  terhadap

perubahan yang bersifat poeitif dengan mempertahankan

efektifitas kerja sant menghadapi informasi baru, perubahan

gituasi serta lingkungan yang berbeda ke arah kemajuan

individui dan kelompok.

indikator perilaku antara lein:

2. berupaya memshami, mencari den menciptakan sesuatu
yang bara secara positif menuju kemajuuan;

b. menyiapkan langkah-langkah strategis dalam

mengantisipasi dampsk perubahan jangka panjeng untuk
mencapai visi dan misi organisasi;




mengembangkan kemampuan diri baik secara individual
maupun kelompok serta tidak bersikep egois dan tetap
menjunjung tinggi etika yang ada dalam memperoleh
materi pembaharuan;

mengambil tindakan konstruktif dar mengembangkan ide
baru untuk memperbaiki situasi kerja yang menantang
dan kurang kondusif,




—

BAB IIf

STRUKTUR ORGANISAS!
KELOMPOK BUDAYA KERJA APARATUR PEMERINTAH

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)

Delam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan
budaya kerja aparatur pemerintah di lingkungsn Pemerintah
Kabupaten Pringsewu, maka perlu dibentuk arganisasi budaya
kerja aparatur pemerintah yang disebut dengan Kelompok Budaya
Kerja (KBK) pada seluruh OPD dan Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewis.

Agar struktur organisasi KBK OPD dan Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat berjalan
efelctif, maka susunan keanggotaan KBK icrascbut mengikuti alur
jenjang jabatan struktural sesuai dengan mekanisme lewenangan
dan tanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian yang berlaku
pada instansi pemerintah. Sebagaimana diketahui kewenangan
dan tanggung jawab pembinaan kepegawaian di lingkungan
instansi pemerintah terletak pada para pejabat struktural Karene
itu walaupun organisasi budays kerja merupakan organisasi
informat, tetapi personilnya sedapat mumngkin diisi oleh para
pejabat atrukiural.

Struktur Oganisasi Kelompok Budaya Kerja dilingkungan
Pemerintah Xabupaten Pringscwu tersebut, adalah sebagai
berikut:

1. Kelompok Rudaya Kerja Aparstur Pemerintah pada
Badan /Dinas/Inspektorat/Kantor/Satpol PP di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
NO | Pejabat/ Instansi | Kedudukan Uraian Tugas
Dalaan Tim
1. | - Kepala Ketua memberikan
Badan/Dinas/Ins petunjuk  dan
pek arehan dalam
torat f Kantor/Sat pelaksanaan
pol PP teknis
kegiatan
Kelompok
2. |- Pejabat Eselon| Sekretaris memimpin
_ : pelaksanaan
Pejabat  eselon teknis
Kegiatan
Kelompok
Budaya Keria




- Sehurah

Pejabat Eselon
IIf, pada
Badan /Dinas/
inspektorat/Kan
tor/ Satpol PP

Seluruh

Pejabat KselonIV
pada

Badan /Drinaaf
Inspektorat/Kan
tor/ Satpol PP

Staf

potensial
Badan/
Dinas/Inspektor
at/ Kantor/
Satpol PP

Anggota

Anggota

Anggota

[Kemja

kegiatan
Kelompok
Budeya Kcrja

melalcaanal
an kegiatan
Kelompok
Budaya

Kelcmpok Budaya Kerja Aparatur Pemerntah pada Sekretariat

Dacrah, OSckretariat DPRD dan Kecamatan Dl Lingkungan
Pemerintah Kabupater Pringsevw.
SEKRETARIAT DAERAH
NO, FEJABAT / KEDUDUKAN | URAIAN TUGAS
INSTANSI DALAM TIM

1. | Asisten Ketua memberikan
petunjuk dan
arahan dalam
ranghka
pelaksanaan
teknis i
Kelompok Budaya
Kcria.

2. [Kabag Sckretaris memimpin
pelaksanaan
teknis  kegiatan
Kelompok Budaya
Kena

3, Seluruh  Pejabat{ Anggota melaksanakan

Esclon IH dan keglatan

EaelonTV Kelompol Budaya
Kena.

Staf potensial Anggnta melaksanakan
kegiatan
Kelompok Budaya
Herja.




-

SEKRETARIAT DPRD.

NG,

PEJABAT /
INSTANS]

. KEDUDUKAN

DALAM TIM

URAIAN TUGAS

Sekretaris DPRD

memberikan
petunjuik dan
arahan flalam
rangka
peleksanzan teknis
kegiaian Kelompok
Budaya Kerja.

Pejabat Eselon 10

Sekretaria

memimpin
pelaksanaan teknis

kegiatan Kelompok
Budaya Kerja

- Seluruh Pejabat
Eaelon HI dan
EsclonlV

- Staf potensial

Anggota

Angoanta

melaksanakan
kegiatan Kelompok
Budaya Kerja.
Melaksanakan
kegiatan Kelompok
Budaya Kerja.

KECAMATAN.

NO.

PEJABAT /
INSTANSI

KEDUDUKAN
DALAM TIM

Camat

URAIAN TUGAS

Ketua

memberikan
petunjuk dan
arahan dalam
ranglka
pelaksansan teknis
kegintan Kelompok
Budaya Kerja.

Sekretaris

memimpin
pelaksanaan teknis
kegiatan Kclompok
Budaya Kerja

- Seluruh Pejabat
EselonlV

- Staf potenaial

Anggota

Anggota

melaksanakan
kegiatan Kelompok
Budays Kerja.
melaksanzkan
kegiatan Kelompok
Budaya Kerja.




B. PEMBENTUKAN DAN PERSYARATAN KBK
1. Pembentukan KBK.

KBK dibentuk di tiap-tiap OFD dan Unit Kerja yang ditetapkan

dengan:

a. keputusan Seckretaris Dewan Perwakilan Rzkyat Daerah
untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu;

b. keputusan Kepala Badan/Dinas/Kantor untuk
Badan/Dinas/Kantor ohi Linglkungan Pemcerintah
Kabupaten Pringsewu;

¢.  keputusan Kepala Bagian untuk Unit Kerja di lingkungan
Seckretariat Daerah Kabupaten Pringsewu:

d. dalam nrganis.a.m‘l KBK, Ketua dan Sekretaris XBK
merangkap sebagai anggota;

e. keanggotaan dalam KBK tidak terbatas pada pejabat
struktural ssja, tetapi dapat ditambah pejabat struktural
dibawohnya dan staf yang potensial sesuai dengan
kebutuhan yang diperlukan.

2.  Persyaratan Organisasi KBK.

Syarat organisasi KBK agar dapat berjalan secarm aktif dan

efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serla pencapaian visi dan misi organisasi, adalah sebagai

berikut:

a.  ketua KBK sedapat mungkin dijabat oleh Ketua OPD atau
Unit Keja yang tujuannya adalah untuk dapat lebih
menggeraklcan dan mengarahkan organisasi KBK,

b. sekretaris dan Anggota KDK bisa berasal dari pejabar
struktural, pejebat  fungsional, maupun  pegawai
administrasi. Namun yang diproritaskan adalah pejabat
stuktural yang dapat dijadikan teladan bagi pegawai
lzinnya dan tidak memandang pegawai senior atan junior;

¢. keseluruhan anggota KBK adalah orang-orang vyang
mempunyai sifat persuasif, komunikatif, akomodatif
demokmatis, dan dapat menjadi teladan dalam penerapan
nilai-nilai dasar budaya kerja.

C. TUGAS KELOMPOK BUDAYA KERJA

Agar organisasi KBK dapat mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta mewujudkan tercapainya visi dan misi
organigasdi, perlu ditctapkan tugas KBK, yang antara lain sebagai
berikut:

a. melakukan pengkajian dan enalisis kegiatan OPD atany Unit
Kerja;

b. menyusun perumusan masukan, pertfimbangan dan saran
padz OFD atau Unit Kerja;

c¢. melaksanakan tugas-tigas lain yang diberikan oleh pimpinan
OPD atau Unit Kerja.




BAB IV

TEKNIK FENERAPAN NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA
APARATUR PEMERINTAH

Dalamm melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur
pemernintah pertama-tama yang harus dilakuken adalah menariamkan
nilai-nilai dasar budaya kerja pada setiap individu aparatur pcmerintah.
Setelah nilai-nilai budaya kera tertanam. maka setap aparatur
pemerintah diharapkan dapat menerapkan atau mengaplikasikan dalam

tugas dan pekerjeannya schari-hari. Apabila  proses
penerapan  nilai-nilai budaya kerja berjalan secara intensit dan
berkelanjutan, maka nilai-nilai budaya kerja tersebut akhirnya akan

Langkah-langkah penerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya
kerja aparatur pemerintah dilakukan dengan menggunakan tehnik
sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi. Dalam proses soaialisasi,
internalisasi dan institusionalisasi tersebut peranan Kelompok Budaya
Kerja (KBK) dimasing-masing OPD sangat besar.

A.  BOSIALISASI

Sosialisasi adalah kegiatan untuk menyampaikan dan
menjelaskan mengenai nilai-nilai dasar budaya kerja, baik tentang
filosofi, makna, tujuan, fungsi dan hagaimana seharusnya
berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar budaya kerja. Sosialisasi
dilakukan dengan tujuan agar nilai-nilai dasar budaya kerja
diketahui dan dipahami olch para aparatur pemerintah. Beberapa
cara atau media yang dapat dignnslean untuk melakukan sosialisasi
antara lain dalam bentuk ceramah pelathan di kantor sendiri
(PKS), diskusi, workshop, pendidikan dan pelatihan, dan lain
acbagainya.

1. Ceramah

Ceramah adalah kegiatan penyampaian atau penjelasan
tentang informasi iertentu, dimana informasi yang disampaikan
bersifat satn arah, yaitu dari penceramah kepada peserta.
Materi cerarnah biasanyn berisi nilai- nilai yang masih bersifat
umum, misalnya ceramah agama, ceramah etika sosial,
cerarmnah budaya organisasi dan sejenisnya. Penceramah bisa
beragal dari dalam kantor sendiri atau dari tuar kantor. Dalam
rangke pengembangan budays kerja, maka tema-tema ceramah
yang diinginkan dapat dipesankan kepada penceramah yang
bersangkutan.

2. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)

PKS adalah pelatihan di kantor sendiri yang diselenggarakan
dari pegawal untuk pegawai sendiri. PKS binsanya dilakukan
dengan kelompok-kelompok kecil, waktunys pendek, dan dapat

' sesering mungkin, Materi PKS budaya lkerja dapat
membahas tema-tema kecil tertentu sesuai dengan wakiunya,
misalnya membahas nilai-nilai dasar budaya kerja tertentu
seperti nilai akuntatx), nilai integritas, nilai profesionalisme,
atau yang lainnya.




Materi PKS juga dapat diarahkan untuk membahas masalah-
masalah yang muncul di sekitar kantor kita. PKS dapat
diberikan baik oleh pejabat struktural, fungsional, KBK atau
pegawai lain yang dianggap mampu.

Diskusi

Diskuysi adalah pembahasan tema/measalah tertentu yang
dilakukan oleh sekelompok orang, lebih bersifat arus informasi
dua arah antara pemrasaran dengan peserta diskusi. Diskusi
sebenarnya hampir sama dengan PKS, hanya Iertuknya biasa
lebih besar dari pada PKS. Seperti halnya pada PKS, materi
diskusi juga dapat mengambil tema/masalah budaya kerja
tertentu yang dianggap penting. Diskusi dapat diselenggarakan
dengan pemrasaran tunggal atau diskusi panel, dan
pemrasarannya dapat berasal dari dalam kantor sendin atau
dari luar kentor.

Workshop

Workshop adsalah suati lokakarya yang isinya tidak hanya
membahas masalah/informasi tertentu saja, tetapi disertai
dengan latihan-latihan atau simulasi dengan tujuan agar para
pescria dapat cepat memahami masalah yang disampaikan.
Sogialisasi budaya kerja dengan cara werkshiop hasilnya bisa
lebih efektil dibandingkan dengan cara yang lainnya. Dengan
cara. workshop diharapkan para pegawai dapat dengan cepat
memehami dan menghayati nilai-nilai dasar budaya kerja,
selanjutnya mereka mampu mencrapkan delam pekerjaan
sehari-hari.

Pendidikan dan Pelatihan

Pendidiksn dan Pelathan adalah kegintan pendidikan den
pelatihan yang diselenggarakan secars resmi aleh Pusat
Pendidikan dan Pelatihan, Pendidikan dan Pelatihan
merupakan salah  satu  sarana  yang baik untuk
mensosialisasikan nilai-nilai dasar budays kerja, karena materi
yang diberikan bisa lebih lengkap dibandinglkan dengan cara
lain. Kurikulum untuk sosialisasi budaya kerja tersebut bisa
mencaloup:

nilai-nilai dasar budaya kerja;

metode penerapan nilai-nilai dasar budaya keria;
perubahan sikap dan perilaku;

pengembangan kreativitas individu dan Lelompok;
teknik-teknik pemecahan masalah, dan lain lain,

Kurtikulum tentang budaya kerja tersebut hendaknya dapat
dimasukkan baik untuk Diklat Kepemimpinan maupun Diklat
Tekmnis.

PR o

Sosialigsasi Melalui Media Masa

Melalui media masa seperti media cetak, elektronik maupun
internet/website dapat mensosialisasikan / menyampaikan
kepads masyarakat bahwa [nstansi Pemcrintah telah
melaksanakan pengembangan budaya kerja pegawai.




Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa
aparatur pemerintoh telah melaksanakan penerapan dan
pengembangan nilai-nilai budaya kerja budava kerja, schingga
dapat menjadi percontohan bagi instansi-instansi pemerintah
atau OFD lainnya. Dengan sosialisasi semacam ini diharapkan
pula para pegewsi akan lebih termotivasi untuk melaksanakan
budaya kerja dengan sehaik-baiknya.

INTERNALISAS]

Intemnalisssi adalah kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai
dasar budaye kerje ke dalam jiwa setiap individu pegawai. Sasaran
dari intemalisasi adalah nilai-nilai dasar budaya kerja yang
disampaikan dapat meressuk dalam jiwa setiap individu pegawai.
Penjiwaan nilai-nilai dasar budaya kerja tersebut akan tercermin
dari sikap dan perilaku para pegawai dalam menjalankan tugas
dat pekerjaannya schari-hard.

Beberapa cara atau media yang dapat digunakan untuk
melalcukan internalieasi nilai-nilai budaya ketja bagi aparatur
pemerintah, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk mind
setting, outbend, workshop, atau cara yang lainnya.

Proges internalisasi nilai-nilai dasar budaya kerja hasilnya
akan lebih efektif apabila praktiknya di lapangan ada contoh dan
keteladanan dari pimpinen. Yang dimaksud dengan pimpinan
adalah pimpinan pada semua level organisasi, mulai dari pejabat
yang paling atas sampai yang paling bawah termasuk ketua-ketua
kelompok jabatan fungsional Secara normatif pengembangan
budaya kerja mnemang merupakan kewajiban semua pegawai, tetapi
tangoungjewabnya ada pada pimpinan, Oleh Lkarena itu adanya
komitmen dan keteladanan pimpinan dslam menerapkan nilai-nilai
dasar budaya kerja sangat diperlukan.

PERANAN KELOMPOKX BUDAYA KERJA[KBK)

Dalam proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dasar
budaya kerja aparatur pemerintah pada setiap OPD di linglungan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu, peranan KBK adalah sangat
besar. KBK gdalah kelompck kerja yang dibentuk secara khusus
untuk membantu Pimpinan OPD dalam hal pensrapan dan
pengembangan budaya  kerja  aparatur pemerintah di
hngkungannya.

Selain tugas tersebut di atas, tugas penting lainnya adslah
ikut memecahkan masalah budaya kerja yang ada pada masing
masing OPD. Dalam rangka pemecahan masalsh, KBK periu
mclakukan berbagai aktifitas seperli mengidentifikasi,
menginventarisasi dan membuat priorvitas masalah, mencar
penyebab masalah, membuat recana tindakan (action plan),
melaksanakan rencana tindakan, mengevaluasi hasil pelaksanaan
kegiatan dan  mebual koreksi  uniuk  penyempurnaan-
Penyempurnaan yvang diperlukan.

Dalam menjalankan tugas-tugss tersebut KBK hams selalu
berkonsultasi dengan Pimpinen OPD selakn penanggungjawab
penerapan dan pengembangan nilai-nilai budayz kerja  di




lingkungannya. Terutama dalam hal penentuan penyebab masalah
dan pemhiatan rencana tindak, KBK harus meminta arahan dan
persetujusn Pimpinan OPD. Rencana tindaken yang telah
ditetapkan akan menjadi keglatan-kegiatan yang termuat dalam
rencana kerja budaya kerja pada OPD yang bersangkutan.

Rencana tindakan yang dibuat oleh KBK dengan persetujuan
Pimpinan OPD ideainya dirancang secarg menyeluruh, yaita
mencakup nilai-nilai desar budaya kerja apa saja. yang perlu
dibenahi, peraturan-peraturan, sistem-sistem, prosedur-prosedur
dan tehnik-tehnik kerja apa saja yang harus diperbailki di dalam
CFD yang bersangkutan. Setelah rencana  tindak disusun, maka
semnila  unsur pimpinan dalam OPD  bertanggungjawab  atas
pelaksanaannya tergantung pada lingkup permasalahan apa yang
harus diperbaiki.




BAR V

PENERAPAN NILAI-NILAI DASAR BUDAYA
KERJA APARATUR PEMERINTAH

Strategi penerapan nilsi-nilai budeya kerja aparatur pemerintah
sebagal suatu proses manajemen stTategis akan selalu berkaitan erat
dengan lingkup, jenis dan bobot masalah yang dihadapi olch aparatur
pemerintah dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (OPD) masing masing. Sementara ini masih dirasakan,
bahwa belum semus OPD mempunyai budaya kerja yang cukup kuat
untuk mempengaruhi tingkat produktifitas dan kinerja individu aparatur
pemerintah,

Organisasi pemerintah yang sangat birokratis ccnderung
mengembangkan budaya kerja yang seragam, dalam arti nilai-nilai,
kepercayaan dan norma-norma perilaku individu aparatur pemerintah
dipolakan berdasarkan konsep pikiran tertenty, schingga kurang
dengan tantangan lingkungan strategis. Oleh karena itu penggunaan
sigtim, metode dan tehnik kerja yang relevan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting agar nilai-nilai,
kepercayaan dan norma-norma yang telah disepakati akan signifilcan
mempengaruhi peningkatan produktifitas dan kinerja.

Peningkatan kinerja aparatur pemerintah secara individu,
kelompok maupun organisasi hanya akan dapat efektif dan efisien
apabila dilakukan melalui proses sosialissai dan internalisagi nilai-nilaj
budaya kerja schagai core cufmire. Hal ini dapat lebih menjamin tindakan
hersama dan dilain pihak akan menyebabkan terbentuknya sub-sub
culture yang kokoh dan mengakar di setiap OPD yang memungkinkan
adanya pengembangan, inovasi dan adaptasi dengan keadaan-keadaan
yvang berbeda.

Berdasarkan hal-hal tersebut distas, maka langkah-langkah
strategis dan mcrupakan prioritas yang perlu dilaksanakan secars
sistemik, komprehengif dan berkelanjutan agar dapat mendukung
keberhasilan penerapan nilai-nilai budaya keria di linglampgan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu, adalgh:

A Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Untuk Pengembengan Jati Diri,

Sikap den Perilaku antara lain:

1. memahami jati diri
Secara harfiah jati diri berarti cini-ciri utama (int) sumber
kehidupan (nur illahi} yang dapat memancarkan semangat dan
daya gerek dalam pribadi manusia yang sangat berpengaruh
terhadap pembentukan cipta, rasa, karsa dan karya. Sesuai
dengan fitrahnya dan realitasnya aparatur pemerintah bersifat
multi dimensi dan memiliki berbagai peran, ysitu sebagai
manusia pribadi cipiaan-Nya. Sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa, menusia terdiri dari jremani dan rohani, akal
pikiran, perassan, jiwa dan hati nurani sehingga mampu
mengembangkan cipta, rasa dan karsa sesuai dengan nilai
manusiawi di dalam lingkungan sosial,




Dalam keadasn apapun manusia mempunyai hasrat untuk
memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani sesuai dengan
fitrahnya, wuntuk hidup, hak wuntuk keluarga dan
mengembangkan keturunen, hak untuk memperoleh keadilan
dan hak untuk kebebasan pribadi, hak rasa aman lahir batin,
hak atas kesejahteraan. Demikian pule halnya dengan aparatur
pemerintah, karena sesuai dengan hak dan kewajibannya
cenderung secara langsung memperoleh kesempatan untuk
berperan, berprestasi, mengaktualisasikan diri, mendapaikan
pengakuan, penghargasn, kebanggaan atas prestasi kerja, rasa
memiliki  dan  bertanggungjawab untuk pengembangan
kepemimpinan, memperluaspengetahuan dan  wawasan
schingga dapat menikmati makna hidup yang bahagia lahir dan
batin,

Aparatur pemerintah sebagai figur manusia individu, tentunya
dalam pencrapan nilai-nilai budaya kerja sangat dibharapkan
mampu menjadi figur pribadi teladan yang dapat menampilkan
jati dirinya sebagai aparatur pemerintah yang filosofi hidupnya
lebih mengedepankan morsl dan etika profesi. Femahaman dan
penghayatan terhedap nilai dan makna hidup, nilei agama dan
pendidikarn menjadi sangat penting bagi sctiap aparatur
pemetintah, karena akan sangat mempengaruhi pengembangan
sikap dan perilaku kerja yang profesional dan bertanggung
jawab. Frofesionalisme tanpa ahklak akan membuahkan scsok
manusia yang cerdas intelektual tetapi bodoh =eceram moral
schingga kecerdasannys hanya akan memperdaya orang lain
bahkan kecerdasannya dipakai untuk mencari celah serta
justifikasi penyimpangan perilakunya. Begitu juga nilai dan
ahlklak yang bersih Llanps profesionalisme ridak akan
membuahkan kinerja yang optimal, sehingga kedua aapek ini
bagien dari arah pengembangan budays keria aparatur
pemerintah. Kedua aspek ini harus merupakan bagian dari
arah pembentukan budaya Kerja yang nyata. Manusia tidak
cukup hanya bekerja keras, tetapi harus diimbang dengan
kerja cerdas dan spiritual (IQ, EQ, $Q ) sesuai dengan moral
dan peraturan yang berlaku.

Kinerja bangsa Indonesian hingga saat ini masih relatif berada
pada rangking terendah di antara negara-negara dunia, hal ini
antara lain disebabken oleh kondisi aparatur pemerintah yang
mengesampingkan nilai-nilai dasar budaya kerja. Qleh karensa
itu untuk mengembangkan jati diri aparatur pemerintah,
diperiukan langkah-langkah sebagai berikut;

a  bersujud dan pandai bersyukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa atas rahmat dan nikmat-Nya, karena termasuk
manusia  yang beruntung untuk  mendapatkan
kepercayasn dari Tuhan Yang Maha Esa menerima
amanah sehingga memililki kesempatan untuk berkarya,
beramal yang dapat digunakan sebagai bekal dikelak
kemudian hari;




b renungkan kembali dengan hati yang tenang, pikiran yang
jernib serta mohon ridhe dan bimbingan Tuhan Yang
Maha Esa untuk memahami siapa jati diri kita sshenarnya
apa yang selama inj dilakukan untuk kepentingan pribadi,
keluarga, masyarakat, negara, dan agama;

¢ renungkan kembali dengan sungguh-sungguh apskah
kelemahan dan kekurangan kita selama ini dan kelebihan
potensi serta bekat yang kita miliki;

d  tentukan dan perbaiki tujuarn hidup kite scbagai wujud

kebahagisan dengan penuh makma sebagai makhlulk yang
mulia berdasarkan nilai-nilai luhur yang di yakini;

€  pegang teguh komitmen untuk mewujudkan tujuan dari
isi hidup dalam melaksanakan setiap pekerjaan sebagai
artanah dan amai gholeh, ikhlas, jujur, profesional, tekun,
sabar dan bertanggung jawab serta memohon bimbingan
Tuhan Yang Maha Esa;

f Lkonsep rencana kerja secara cermat dan realistis,

rencana kerja secara konsisten dan

berkelanjutan dengan niat yang baik, ikhias, jujur,

profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan hati

nurani, norma, pringip, sistem, ctika, moral dalam
lingltungan kerja;

£ lakvkan evaluasi, introspeksi dan koreksi pribadi setiap
saat, tetapkan hati dan tekad bahwa prestasi hari ini lebih
baik dari kemarin dan prestasi hari esok harus lehih baik
dari hari ini;

h  bersujud, bersyukur dan bersersh diri dengan hati yang
tulus dan ikhlas kepads Tuhan Yang Maha Esa, karena
hari ini telah melaksanakan tugae dan kewajiban dengan
sebaik-baiknya. Ingya Allah aken merasa hidup
berbahagia, lahir dan batin, tenang, tenteram, damai dan
penuh makna.

Peran Sikap den Perflaku Aparatur Pemerintah

Dalam kehidupan individual, aparatur pemerintah dituntut
melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari dengan penuh
tanggungiawab, wajib bersikap den berperilaku profesional,
dan mengedepankan etika moral dalam hubungan antar
scsama aparatur pemerinteh maupun dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian aparstur
pemetiniah diharapkan sebagai sosok individu teladan di
linglkungannye yang mempu menampilkan jati dirinya sebagai
aparatur vang beretika, bermoral, profesionsl, disiplin, kreatif,
inovatif dan bertanggungjawab baik secara moral, organisatoris
dan sosial sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.
Olch karena itu representasi sikap dan perilaku aparatur
pemerintah yang dikehendald dalarm nilai-nilai budaya kerja,
adalah:




a schagai sosok aparatur pemerintah dalam  konteks
pekerjaan, wajib  melakukan kerjasama,  saling
mendukung, saling asah, asith, asuh dalam rangha
peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat;

b sebagai pelaksang wajib mentaati hukum, kebijakan
pimpinan dan prosedur/tata kerja, perintah seria
petunjuk atasan, wajib loyal dan bertanggungjawab
terhadap tugas, memberikan sumbangan terhadap
keberhasgilan pernimpinnya;

¢ sebagai secrang pemimpin wajib menjadi tauladan,
mampu membimbing, mendidik, mengawasi dan
mengembangkan kemampuan bawahan. Mempersiapksan
pemimpinymglcbihbaikmusamendatangbemﬂmpdan
bertindak tegas, arif, adil dsn bijalksana;

d dalam kedvdukannya schagai kepala keluarga atau ibu
rumah tangga berkewsgjiban untuk mencukupi kebutuhan
sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan
kesejahteraan lahir dan batin keluarganya serta mampi
menjadi teladan, pelindung, pendidik dan pengayom
keluarganya dengan penuh Lkesih  sayang dan
tanggungjawab;

€  sebagai warga masyvarakat ikut berpartisipasi aktif dalam
membina dan menciptakan kesejahteraan bersama,
ketertiban umum, ketenteraman, kerukunan, ketastan
pada hukum, keakraban hubungan kekeluargaan
berdasarkan kegotongroyongan, saling menghargai darn
menghormati sesama warga masyarakat:

£  schagai warga negara, aparatur pemerintah mempunyai
hak dan kewajiben yang sama dengan warga NEgars
lainnya. Bahkan setiap aparatur pemerintah harus
bersilnapdanberﬁndakﬂehagaipaniotbangsa,mla
berkorban membeia negars dan kepentingan negara,
mengutamakan kewajiban tuges-tugas negara daripada
kepentingan pribadi dan golongan,

Pengembangan Budaya Palayanan di Linglungan
Aparatur Pemerintah

Pengembangan budava pelavanan di linglungan aparatur
pemeﬂntahmcrupakanaalahaatuaspekdadpﬁuﬁtas
penierapan budaya ketja aparatur pemerintah yang berarientasi
pada pengembangan jati diri, sikap dan perilaky,
Pengembangan tersebut antara lain bertujuan mengubsh jat
diri aparatur pemerintah yang semuls sarat dengan stigma
dilayani oleh masyarakat dan hanya melayani pemerintah
menjadi aparatur pemerintah yang melayani masyarakat.
Perubahan sikap dan perilaku aparatur pemerintah tersebut
sudah menjadi tuntutan pubiik yang harus diakomodasikan
dan tuntutan perubahan intemnal aparatur pemerintah untuk
meclaksanakean kewajibannya sesuai dengan etika profesi yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oich
karena itu untuk mengembangkan budaya pelayanan di




lingkungan aparatur pemerintah harus berpedoman pada hal-

hal sebagai herilont:

a  setiop aparatur pemcrintah berkewajiban beraikap dan
berperilakn sebagai pelayan masyarakat yang baik dengan
memperhatikan  batas-batas kewenangannva dan
pelayanan dilakukan dengan sungguh-sungguh secam
individual serta bersikap reaponsif  terhadap setiap
permintaan masyarakat:

h  setiap aparatur pemerintah harus bersikap profesional
dalam memberikan pelavanan kepada masyarakat dengarn
menghormati den menjalin kerjasama yang baik dengan
masyarakat, tidak merugikan hak-hak masyarakat dan
bertanggungjawab terhadap pelayanan yang memuaskan
masvarakat serta wajib menciptakan suasana yang
kondugif antara pemerintah dengan masyarakat;

¢ setiap aparatur pemerintah berkewajiban membangun jiwa
dan semangat melayani masyarakat dengan baik, antar
lain dengan memberikan hak-hak masyarakat dan
informasi yang diperlukan serta menciptakan layanan

publik yang cepat, nyaman dan :

d  =satiap aparatur pemerintah berkewajiban
menumbuhkembangkan budaya malu dalam menjalankan
tuges dan kewajibannya. Budaya malu merupakan bagian
dari pengembangan jati diti aparatur pemerintah  yang
paling penting dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Budaya malu terhadap tindakan korupsi,
kolugi den nepotisme dalam memberikan peleyanan
kepada masyarakat merupakan pula salsh satu bentuk
pengembangan motivasi sikap dan perilaku aparatur
pemerintah.

r

B PENERAPAN NILAI-NILAI BUDAYA KERJA MELALUT

PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN DINAMIKA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah maupun unit
organisesi sangat ditentukan oleh hubungan kerjasema dan
dinamika hubungan didalamnya. Hubungan itu tidak hanya
berdasarkan pertimbangen untung rugi, tetapi juga berdasarkan
kasih sayang, tolong menclong, saling memperkuat ataun
mendukung. Hubungan kerjasama dalam birokrasi pemerintahan
harus didesarkan pada aturan yang jelas, bersifat rasionsl! dan
profesional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing
baik secara individuv maupun kelembagaan.

Kerjasama itu merupakan hentuk interaksi sosial dalam
bekerja, atas dasar saling membutuhkan, karena kesadaran
masing-masing bahwa tujuan instansi pemerintah maupun unit
orgamsast hanya dapat dicapai hila mendapat dukungan penuh dari
seluruh kelompok kerja

Penerapan nilai budaya kega melalui pengembangan
kerjasama dan dinamika kelompok akan herhasil apabila:




1. ada komitmen deri pimpinan tertinggi instansi pemerintah dan
para pemimpin 1unit kena yang ada dibawahnys;

2. disadarinya pengembangan kerjasama dan dinamika kelompolk
merupakan salah satu cara penting untuk mengembangkan
kemampuan SDNM;

3. nilai-nilai daser pembentuk aikap dan perilaku positif dan
produktif vang diterapkan dapat dimengerti dan dipaham
dengan baik oleh pimpinan dan anggota kelompok;

4, ada kesediaan pimpinan dan anggota untuk bersikap terbuka
dean mencrima pecrubahan kebijakan acrta metode keja baru
yvang efisien;

5. adanya rasa saling percaya antara bawshan dengan bawahan
dan entar angeota kelompok kerja;

6. pengembangan kerjasama dan dinamika kelompok kerja terkait
langsung dengan kcpenhngan pelaksanaan tugas pekegaan
dan masalah-masalah yang dihadapi;

7. adanya perhatian yang cukup besar dar pimpinan dan
partisipasi penuh deri para anggots;

&. adanya tindaklanjut yahg nyata atas hasil-hasil kelompok kerjg
untuk meningkatkan kinerja dan adanya dulaingan sosial dari
lingkungan kerjanya;

9. dilaksanakan secara terantur dan berkelanjutan dalam jangka
panjang,

Dalam mengembangkan kerjasama tersebut, sda beberapa hal
yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. tujuan/target vang konkrit yang bisa dipahami dan disepakati
oleh para anggota kelompok;

2. kejelasan tuges dan peran, fungsi masing-masing anggota dan
mengetahui cara melakukan detigan baik;

3. Lkejelasan aturan bagaimana menghadapi dan menyelesaikan
konflik antar kelompok kerjae maupun dengan kelompok lain;

4. menghindari pergantian atau perubahanm susunan kelompok
kerja secara berlebihan untuk menjaga siabilitaa dan
kontinuitas:

5. menciptakan kelompok kerja yang kondusif untuk menjaln
interaksi sosial vang efektif.

PENERAPAN NILAI-NILAI BUDAYA KERJA UNTUK MEMPERBAIKI
KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijjakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang
diambil oleh lembaga pemerintahan negara baik eksekutif, lagislatif
maupun yudikatif yang bemsifat mengatur kepentingan umum dan
pelevanan masyarakat. Dengen kebijakan publik vang baik dan
benar diharpkan dapat menumbuhkan kebiasaan masyarakat
untuk melakukan kegpaian yang bernilai. Kebiasaan yang
dijalankan achari-hari accara berkelanjutan dapet menjadi citra dan
budayzs keria yang bernilai tinggi.




Pada dasamya setiap manusia dalam menjalankan
kegiatannya mempunyai kebutuhan jasmani dan rehani, kebutuhan
j ial tiri dari:

1. kebutuhan dasar [mekan, minum, rumah, keschatan,
pendidikan, kebutuhan harga diri);
2. kebutuhan transportasi dan komunikasi.

Sedangkan kebutuhan rohani terdiri dari:
1. rasa aman selamat;
2. kebutuhan kebebasan: dan
3. kebutuhan untuk diterima oleh maayarakat,

Agar setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan
publik mencapsi tujuan dan sasaran secara efektif dan efisier,
makn dalam proscs pengambilan keputussn hendaknya memenuhi

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu:
kepastian hukum;

tertib penyelenggaraan negara;

kepentingan umum;

terbuka;

profesional;

proporsiongl;

efekiif;

eflsien.

Disamping itu, mengutamakan perlindungan HAM,
penanggulangan lkemiskinan, kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan hidup, tepat cepat dalam mengatasi konflilk achingga
suasana kehidupan masyarakat tenteram, damai dan kondusif.

Satu hal penting yang perlu disadari untuk mendapatkan
perhatian dan pemikiran serius serta pertimbangan yang mendalam
adalah pada wak{u merumuskan tujuan dean sasaran kebijakan
publik. Dalam hal ini aparatur negars herus memilki komitmen,
konsistensi, kejujuran, keteguhan hati, kearifan, disiplin dan raea
tanggung jawab yang tinggi agar tidak mudah tergoyahkan oleh
bisikan-bisikan untuk memanfaatian kenikmatan pribadi dan
keserakahan materi dari keputusan yang melekat pada tugas dan
jabatan yang dipercayakan (diamanatkan) kepadanya.

Berdasarkan penjelasan di alas, periu ditempuh iangkah
perbaikan kebijakan dan pelayanan publik sebaga; berikut:

1. memperjelas hubungan wewenang dan tanggungiawab antar
lembaga legistatif, eksekutif dan vudikatif:

2. penataan organisasi dan ketatalaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan;

3. menerapkan sistern pengendalian mutu kinerja dalam
peningkatan kinerja dan pelayansn masyarakat;

4. perubahan sikap mental dan perilaku aparatur negara sebagai
pelayan masyarekat.

DN RWN e~




!

FENERAPAN NILAI-NILAI BUDAYA KERJA UNTUK MEMFPERBAIKI
MANAJEMEN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

Dalam usaha memperbaiki asistem manajemen pemerintahan dan
pelayanan masyvarakat, periu dilkkukan analisis secara sistematis dan
tepat sasaran. Harus diketahui apa yang akan diperbaiki, apa penyebab
atan masalahnya dan bagaimana cara memperbalkinya. Analisis masalah

dan perbaikan sietem mansjemen harus memperhatiken mang lingkup,
kompleksitas masalsh serta lingkungan kerja internal maupun ckaternal.
Hal itm dapat dikihat dari proses kegiatan, fungsi manajemen, unsur atau
bidang kegiaten strategilk manajemen vang perlu diperbaiki secarae persial
mengdalam (intensif) dan  secarsn menyelumb  (komprehensif) untuk
meningkatkan kinerja unit organisasi/instansi pemerintah.

Karena beresgamnya organisesi pemeriniah, baik ukuran
besarnya organisazi, jenis, kedudukan, tupas pokok, fungsi, ruang
lingkup, maka dalam Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ini
dituangkan mnilai-nilai hudays lkerja antuk memperbaiki sistemn
manajemen dan pelayanan masyarakat.

Ciri-ciri pelayanan vang baik terhadap masyarakat sebagai
berikut :

1. adanya kepeastian waktu, biaya dan kualitas;

. sikap ramah aparatur yang melayani;
3. adanya informasi yang terpercaysa dan mudah diketahui

maayarakat;

4, aparatur yoang membenkan pelayanan hamaae  memilika
kormpetensi dan kepribadian vang sesuai dengan fungsinya;
layanan vang diberikan tidak diskriminatif;
ticdak melaknkan KKN.

Uniuk mewujudkan pelayanan vang sesuai dengan harapan
masyarakat perlu ditempuh langkah-langkah untuk memperbaiki
pelaksanaan sistemn manajemen dan pelayanan msayarakat antara

oo

:

wistem pengambilan keputusan

perencanaan terpadu;

pengorganisasian vang tepat;

permberdayaan masyarakat;

pengendalian pelakssnaan manajemen pelayanan masyarakat;
pemeriksaan hasil kerja.

FENERAPAN NILAI-NILAI BUDAYA KERJA UNTUK MENINGEATKAN
EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Perilaku yang baik ascharusnya berasal dari sikap mental dan
moral yang baik seperti komitmen pribadi, kejujuran, disiplin dan
tanggung jawab. Dengan sikap mental den moral yang baik, setiap
orang akan berperilaku baik kerena berasal dari pribadi yang baik.
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Pada awalnya seluruh manusia dilahirkan di dunia dalam
keadaan suci, namun dalam proses tumbuh kemhang tidak terlepas
dari pengaruh lingkungan. Tetapi dalam implementasi kehidupan
manusia tergantung pada stimulan mana yang paling dominan yang
mengarahkan pada kecenderungan untuk berbuat haik dan buruk.
Seassorang aparatur yang pandai belum tentu mempunyai
kemampuan untuk mengendalikan perbuatannva dengan baik,
karena dorongan-dorongan kebutuhan yang mungkin dapat
mempengaruhi cara dirinya mengambil keputusan, Demikian pula
crang yang mempunyai integritas belum tentu sosok orang yang
profesional. Aparatur yang bermaral, bersemangat hermativasi
tinggi, belum tentu mampu mengaktualisssikan kinera secara
konsisten. Apabils sisterm dan lingkungan tidak kondusif serta
fangei pengawasan sangat lemah aken memperlemah motivasi luhur
tergebut. Oleh karena itu, perlu dikembangkan budaya pengowasan
vangz komprehensif, terpadu, aparatur vang cerdas intelektual,
berekhlak mulia, hermoral, profesional, kinerja tinggi dan berdaya
saing.

Nilai-nilai dasar yang diuraikan di atas masih bersifat
nurmatil an ideal sehingge perlu diaplikasikan sepenuihnya datam
kehidupan keseharian. Nilai-nilai tersebut hendalmys menjadi
keyakinan yang dihavati dan menjadi sumber pendorong perilaku
aparatur pemerintah. Profesionalisme tanpa akhlak mulia akan
membuahkan sosck manusia yang cerdas secara intelektual tetapi
bodoh secara moral sehinggn kecerdasan dan keahlian dapat
digunakan untuk mengembangkan pikiran dan praktek negatf yang
merugikan masyarekat dan negara. Akan tetapi, tanpa
profesionalisme, moralitas yang baik akan himpuh dan tidak
mungkin menghasilkan kinerja yang berkualitas dan berdaya saing
tinggi. Oleh karena itu, penghayatan terhadap nilai-nilai kehidupan,
agama, pengalaman dan pendidikan harus diarahkan untuk
menciptakan profesionalitas dan akhlak/moral yang bak bagi
aparatur pemerinteh agar keduanya saling mendukung,.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maks untuk
mengefekhfkan pengawasan dan penegakan hukum melalui
pengembangan budaya kerja aparatur pemerintah perlu dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengkaji dan memperbaiki kebijakan publik bidang manajemen
kepegawaian dengan peraturan yang konkrit, jelas dan mudah
dilaksanakan,

2 menerapkan setiap peraturan dan kebijakan pemerintah secara
konsistenn dan konsekyten,

4 mengarahkan pengembangan budaya kerja secara sgpesifik
dengan menanamkan makna, visi dan misi aparatur pemerintah
sebagail pelayan masyarakat;

4 pimpinan harus mempunyai Lkomitmen, tanggungawah,
berakhlak moral mulia dan menjadi teladan bagi bawahannya;

5 dikembangkan sistem yang memacu lovalitas kepada profesi
sebagei pelayan masyarekat.




Selenjutnya untuk mengefcktifkan pengawasan dan

penegakan hukum di lingkungan aparatur pemerintah  oleh
masyarakat, perdu dilakukan intensifikasi pemberdayaan

masyarakat dengan:

L
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meningkatkan kualitas kebijakan, pelaksanaan pelayanan
masyarakat dan kontrol sosial dari masyarakat,

membangun citra aparatur pemerintah yang bersih, profesional,
bertanggungiawab dan terpercaya,

mendukung penegakan hukum dan keadilan secara transparan,
tertib dan proporsional,

membangun sensitifitas fungsi-fungsi manajerial pada pejabat
birokrasi pemerintah;

mcndorong pcrbeikan pcnggorganisasian, mctode kega dan
ketatalaksanasn birokrasi pemerintah untuk perbaikan
pelayanan masyarakat;

menggiatkan dan mendinamisasi pelaksanaan aparat
pengawasan fungsional dan aparat penegak hukum lainnya.




BAB VI
PENUTUP

Pedoman FPengembangan Budaya Kerja Aparatur Femerintah
Kabupaten Pringsewu ini disusun dalam rangka revitalisasi dan
konkritisasi pencrapan serta pengembangen nilai-nilei budaya kerja
aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Xabupaten Pringsewu.
Detngan mengacu pada pedoman ini seluruh OPD  berkewajiban
mengimplementasikan secara menyelutuh dan berkelanjutan serta
mengaplikasikannya dengan kondisi inlernal masing-masing.

Melalui penerapan dan pengembangan nilai-nilal budaya kerja
aparatur pemerintah ini, diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja
aparatur pemerintah dan kineria pemermtah daerah yang selanjuinva
tentunya akan mendukung pula terwujudnya visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Pringsewu. Hal yang lebih penting lagi dengan sosialisasi dan
internalisasi nilai-nilei budaya kerja ini, sangat diharapkan akan mampu
menumbuhkembangkankan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif
kepada setiap aparatur pernerintah serta dapat memperbaiki persepsi,
pola pikir dan perilaka aparatur yang menyimpang dalam

penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunen dan  pelayanan
maeyarakat sekaligus untuk mempercepat pemberantagsen praktel KKN.

Seluruh Pimpinan OPD dengan dasar pedoman ini berkewajiban
untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di lingkungan OPD
masing- masing melalni Kelompok Budaya Kerja dan forum-forum
profesional. Dengan demikian nantinya akan diperoich aparatur
pemerintah yang berkualitas dan profesional yang dapat memperbaila
kinerjanya secara berkelanjutan dan meningkatkan kinerja pemerintah
serta meningkatkan kepercayasn masvarakat kepada aparatur
pemerintah.

Dengan keberhasilan penerapan dan pengembangan budaya kerja
aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu,
diharapkan pula dapat mendukung percepatan tcrwujudnya tata
kepemerintahan yang baik {(Food Governancej di lingkungen Pemerintah
Kabupaten Pringsewu.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI
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